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Abstrak
 

Tesis ini membahas tentang Keanggotaan DPD terkait Larangan dari Partai Politik, dengan tujuan untuk

mengetahui bagaimana keanggotaan DPD terkait larangan dari partai politik, problematika yang timbul dari

keanggotaan DPD dari partai politik dan mengetahui keanggotaan DPD yang ideal untuk mewujudkan

checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

metode penelitian hukum normatif, melalui studi kepustakaan, dengan tipologi penelitian preskriptif yaitu

melakukan pendekatan secara intensif, mendalam dan mendetail serta komprehensif untuk menggali secara

mendalam mengenai masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keanggotaan DPD dari partai

politik terkait larangan diatur pertama kali oleh Pasal 63 UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

Anggota DPR, DPD, dan DPRD bahwa calon anggota DPD tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-

kurangnya 4 (empat) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon. Kemudian syarat tersebut

dihilangkan pada undang-undang selanjutnya. Kemudian diatur kembali dalam Putusan MK No.

30/PUU/XVI/2018. MK menafsirkan makna “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l UU 7/2017 tentang

Pemilihan Umum termasuk sebagai pengurus Partai Politik mulai dari tingkat pusat sampai tingkat paling

rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik yang bersangkutan. Problematika yang timbul dari

keanggotaan DPD dari partai politik ini adalah dapat menimbulkan konflik kepentingan antara DPD dengan

partai politik dan merubah original intent DPD sebagai pembawa aspirasi daerah dan kekuatan penyeimbang

antara politik dan daerah.

......

This thesis discusses about DPD membership related to the Prohibition of Political Parties, with the aim to

find out how the DPD membership is related to the prohibition of political parties, problems arising from the

DPD membership of political parties and to find out the ideal DPD membership to realize checks and

balances in the Indonesian constitutional system. This research was conducted using normative legal

research methods, through library research, with prescriptive research typologies that are conducting

intensive, profound, detailed and comprehensive to explore deeply about research issues. The results showed

that the membership of the DPD from political parties related to the ban was first regulated by Article 63 of

Law No. 12 of 2003 concerning the General Election of Members of the DPR, DPD, and DPRD that the

DPD candidate members do not become administrators of political parties for at least 4 (four) years as of the

nomination date. Then these conditions are removed in the next law. Then rearranged in the Constitutional

Court Decision No. 30 / PUU / XVI / 2018. The Constitutional Court interprets the meaning of 'other work'

in Article 182 letter l of Law No. 7/2017 regarding General Elections including being an administrator of a

Political Party starting from the central level to the lowest level in accordance with the organizational

structure of the political party concerned. The problems that arise from the DPD membership of political

parties are that it can lead to conflicts of interest between the DPD and political parties and change the

DPD's original intent as a carrier of regional aspirations and a balancing force between politics and the
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region.


